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PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 
 

NOMOR 45  TAHUN  2021 
 

TENTANG 

 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun 

atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Sukabumi; 

 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang…. 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4438); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

7. Peraturan…. 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau 
Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6682); 

 
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 62); 
 

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 

8 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2021 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2020 Nomor 8); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Nomor 63); 

 

 

Memperhatikan  : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

 

 

2. Peraturan… 
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, 

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

459);  

 

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 106 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 

Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 44 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Sukabumi Nomor 106 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 44); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA 

SUKABUMI. 

 

 
Pasal 1 

 

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud 

dengan: 

 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Kota Sukabumi. 

2. Wali… 



- 5 - 

 

 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan 
ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

 

5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

 

 

Pasal 2 
 

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya 

dan gaji ketiga belas Tahun 2021 kepada: 

 

a. pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil; 
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi Daerah; 

c. Wali Kota dan wakil Wali Kota;  

d. pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat 

Daerah; 

e. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan 
f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang 

bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan 

pola pengelolaan keuangan badan layanan umum 

Daerah; 

 
 

Pasal 3 

 

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada 

pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 

2 huruf a, tidak diberikan dalam hal: 
 

a. sedang… 
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a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya 

dibayar oleh instansi tempat penugasan,  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
 

Pasal 4 

 

(1) Pegawai non pegawai aparatur sipil negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 

a. warga negara Indonesia; 

b. pada saat peraturan Wali Kota ini diundangkan, 

telah melaksanakan tugas pokok organisasi 

secara penuh selama 1 (satu) tahun sejak 
pengangkatan atau penandatanganan kinerja; 

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan 

kepada APBD; dan 

d. diangkat oleh pejabat yang memilki kewenangan 

dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

(2) Dalam hal pegawai non pegawai aparatur sipil 

negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi 

secara penuh dan terus menerus paling singkat 
selama 1 (satu), tunjangan Hari Raya dapat 

diberikan apabila: 

 

a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan 

pejabat yang memiliki kewenangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

dalam perjanjian kerja dimaksud telah 

dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari 

Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau 

 

 
b. telah….. 
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b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya 
dan/atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina 

kepegawaian dalam surat keputusan 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal 5 

 

(1) Besaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas 

diberikan bagi: 

 
a. pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Daerah, 

Wali Kota dan wakil Wali Kota, serta pimpinan dan 

anggota dewan perwakilan rakyat Daerah paling 

banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 

tunjangan pangan  dalam bentuk uang, dan 
tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 

b. calon pegawai negeri sipil, paling banyak meliputi 

80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai 

negeri sipil, tunjangan keluarga, tunjangan pangan 

dalam bentuk uang, dan tunjangan umum; 
c. pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat 

Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang 

representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan 

jabatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan 

rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hak keuangan 
dan administratif pimpinan dan anggota dewan 

perwakilan rakyat Daerah; dan 

d. pimpinan badan layanan umum atau badan layanan 

umum Daerah dan pegawai non pegawai aparatur 

sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah 
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar 

tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang 

diberikan kepada pegawai negeri sipil pada badan 

layanan umum atau badan layanan umum Daerah 
tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya 

setara. 

(2) Tunjangan…. 
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(2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

termasuk: 

 

a. tunjangan kinerja; 

b. tunjangan kinerja Daerah atau sebutan lain; 

c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan 
lain; 

d. insentif kinerja; 

e. insentif kerja; 

f. tunjangan pengelolaan arsip statis;  

g. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan 
kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; 

h. tunjangan pengamanan; 

i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru 

dan dosen atau tunjangan kehormatan; 

j. tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri 

sipil; 
k. insentif khusus; 

l. tunjangan khusus; 

m. tunjangan pengabdian; 

n. tunjangan operasi pengamanan; 

o. tunjangan selisih penghasilan; 
p. tunjangan penghidupan luar negeri; 

q. tunjangan atau insetif yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan atau peraturan 

internal instansi pemerintah; dan  

r. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan 
jabatan atau tunjangan umum. 

 

Pasal 6 

 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari 

kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

 

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, 

tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari 
Raya. 

(3) Dalam… 
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(3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) 

bulan pada bulan April Tahun 2021 yang 

seharusnya diterima, selisih kekurangan dibayarkan 

atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari 

Raya. 

 
Pasal 7 

 

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. 

 
(2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga 

belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. 

 

(3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) 
bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya 

diterima, selisih kekurangan dibayarkan atau 

dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas. 

 

Pasal 8 
 

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung 
Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 9 

 

Anggaran yang diperlukan untuk pemberian tunjangan 

Hari Raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada APBD. 
 

Pasal 10… 
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Pasal 10 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 

 

Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 5 Mei 2021 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 

cap.ttd. 

  

ACHMAD FAHMI 
 

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Mei 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 

cap.ttd. 
 

DIDA SEMBADA 
 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 45 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

   KEPALA BAGIAN HUKUM 

   SETDA KOTA SUKABUMI, 
 

 

 

        LULU YULIASARI 

NIP. 19710703 199703 2 002  

 


